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Mahkamah
Agung dan
telah
untuk

Bahwa untuk menanggulangi perkara
lalu lintas jalan tertentu, Ketua
Agung, Menteri Kehakiman, Jaksa

Kepala® Kepolisian HRepubliik Indonesia
mengeluarkan petunjuk pelaksanaan

menyelesaikan perkara pelanggaran lalu lintas
jalan tertentu sebagai lampiran dari Kesepa-
katan Bersama MAKEHJAPOL tanggal 19 Juni 1983;

Bahwa untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama
tersebut perlu mengeluarkan Instruksi Jaksa
Agung Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Hukum Acara Pidana  (Lembaran Negara Tahun 1981
Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor
3209);

tentang
Negara
Negara

Undang-Undang HNomor 5 Tahun 1991
Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran
Tahun 1991 Nomor 59 Tambahan Lembaran
Nomor 3451);

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55
Tahun 1991 tentang Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Kejaksaan Republik Indonesia; ; ‘

Indonesia
Susunan
Republik

Jaksa Agung Republik
KEP-035/JA/3/1982 tentang
dan Tata Kerja Kejaksaan

Keputusan
Nomor
Organisasi
Indonesia.

: |

NGINSTRUKSTIKA N

Para Kepala Kejaksaan Tinggi di Seluruh Indo-

nesia;

Para Kepala Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan

Negeri di seluruh Indonesia.
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Melaksanakan Kesecpakatan Bersama Ketua Mahka-
mah Agung, Menteri Kehakiman RI, Jaksa Agung
RI dan Kepala Kepolisian RI. tanggal 19 Juni
1993 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara
Pelanggaran Lalu Lintas Jalan Tertentu;

Melaksanakan Instruksi ini dengan penuh rasa
tanggung jawab;

Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal
dikeluarkan.

Dikeluarkandi : J a ka r t @a
Pada tanggal : 10 Juli 1993
JAKSA 0]

SH.
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KESEPAKATAN DERSAMA
KETUA MAHKAMAIl AGUNG, MENTERI KEHAKIMAN, JAKSA AGUNG
DAN KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA

TENTANG
TATA CARA PENYELESAIAN PERKARA PELANGGARAN
LALU LINTAS JALAN TERTENTU

Sesuai rapat MAKEHJAPOL tanggnl 18 November 1992.

(3]

Ketua Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Jaksa Agung dan
Kepala kepolisian Republik Indonesia sepakal untuk
menyempurnakan TATA CARA PENYELESAIAN PERKARA PELANGGARAN
LALU LINTAS JALAN TERTENTU.

Petunjuk pelaksanaan bagi para penegak hukum  untuk
menyelesaikan perkara pelanggaran lalu lintas tertentu,
adalah sebagaimana terlampir dalam kesepakatan Dbersama

int.

Masing-masing instansi akan menerbitkan Petunjuk Tehnis
untuk melaksanakannya.

] ¢
kesepakalan Bersama ini beserta Jampirannya akan

dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 1993].

= Jakarta, 19 Juni 1993

MAHKAMAN AGUNG RIT,
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GANDASUBRATA, SII.

S. OESMAN, SII.
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LAMPIRAN KESEPAKATAN BERSAMA
KETUA MAHKAMAHN AGUNG, MENTERI KEHAKIMAN, JAKSA AGUNG
DAN KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA

Tentang

PETUNJUK PELAKSANAAN TATA CARA PENYELESAIAN
= PELANGGARAN LALU LINTAS JALAN TERTENTU ~
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JAKARTA, 19 JUHI 1993



| ) LAMPIRAN KESEPAKATAN BERSAMA
- 5 KETUA MAIKAMAH AGUNG, MENTERI KEHAKIMAM, JAK3A AGUMG
DAN KEPALA KEPOLIS1AM REPUDLIK [}MDOMESIA

[ e Tentangz

PETUMJUK ‘PELAKSANAAN TATA CARA PENYELESAIAN
PELANGGARAN LALU LINTAS JALAN TERTENTU

-
I. PENDAHULUAM -
L. " Umu m,
a. Bahwa gangguan ketentraman, ketertiban dan kelancar

an lalu lintas ditinjau dari aspek masyarakat pada hake-
katnya berawal dari pelanggaran lalu [intas.

i b.. Pelanggaran lalu lintas jalan dapat digolodékén
2 kepada : _ : :

(=]
tion) misal : Pelanggaran kecepuatan.

1) -Pelanggaran lalu {intas berzerak (movinz viola-
2) Pelanggaran lalu lintas berhenti (standing vio-

lation), misal Melanggnr rambu-rambu larangan
berhenti '

P 3) Pelanggaran’ Jdalu  linths lainnya  ( other
] ) violation ), misal tidak memiliki SIM.

o

Ketiga golongan pelanggaran tersebut gradasinya akan di
tentukan oleh akibat yang ditimbulkannya, antara lain :

1) Mengakibatkan kecglakaan-lalu lintas.

e By L —

2) Mengakibatkan kemacefan lalu lintas.-

3} Mengakibatkan kerusakan prasarana- jalan dan
" sarana angkutan. ’

e ——— e,

4) ' Menimbulkan ketidak tertiban dan ketidak-
teraturan. ) :

[Rp——

5) Mepimbuikan polusj __

6) Berkaitan dengan kejahatan,

’
Ll

'

/ c. Salah ......... :
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‘. © Salah satu penaqggulangun terhadap’ . &angauan

tersebut di atas adalabh dengan Penagzakan  hukum baik
berupa  tindakan edukatif, . preventif, maupun
represifl,yvang Xesemuanya bermuara dan bertujuan untuk
mendidik masvarakat untuk mentaati peraturan dan sopan
saatan falu lingas. ) o

d.  Burat’ Tilang merupakan alat utama yang .digunakan
dalam penindakan terhadap pelangzaran lalu lintas jalan
tertentu sebagnimana tercantum dalam Penjelasan Pasal

211 Undang-Undung Momor 8 Tahun .1931 tentang Hukum Acara:

Pitlana (KUHAP) ¥ang berdasarkan kajian, apabila tidak

dilakvkan tindakan Kepolisian secara terencana dan
konsisten akan dapat menimbulkan akibat-akibat
Sebagaimana yang telalh diuraiken di atas. -

Dalam pelaksanaan penindakan pelanggaran lalu lintas
jatan tertentu, terlibat aparat penegok lhukum yaitu

Polisi, Makim, dan Jaksa selaku cksekutor: .

Maksud dan Tujuan

a. Maksud di  susunnya Juklak ini adalah sebagai
pedoman bagi aparat penegak hukum delam pelaksanaan
renindakan pelanggaran lalu lintas jalan tertentu dengan
BlankXo Bukti Pelanggaran ( Tilang). .

b. Tujuannva adalah agar pelaksanaan penindakan pelang
3aran lalu lintas jalan tertentu lebih efisien dan eflek-
tif.

Dasar Hukum, Azas,dan Kebijonksanaan.

a. Dasar Hukum. '

1) Undang~Undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang palu
Fintas Angkutan Jalan Raya, Lembaran Negara tahun
1965 Momor 25.

2) Undang—Undang Nomor 8 Tgﬁuu 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (KUHAP) Bab.Xxv] Bag.V1l Paragraf 2

Pasal 211 sampai dengan Pasat 216, Lembaran Negara’

Tahun 1981 Homor 76 Tambahan Lembaran Hegara Nomor
2951. : .

. 3) Undang-undang Nomor : 22 Tahun 1992 tentang Pe
nangguhan Berlakunya Undang-Undang MNomor 14:. Tahun
1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,
Lembaran MNegara Tahun 1992 Nomor 99, Tambahan
Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 3494.

/4) Surat ...,........
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1) Kesepakatan Bersama Kelna Mahkamah Agung R.1

Menteri Kehakiman R.l., Jaksa Agung R.1. dan Kepala
Kepolisian Republik Indonesia tanggal 19 Juni 1993,
Vv
b. Az a s,
1) Azas Peradilan dilakukan dengan sederhana,
. cepat dan biaya ringan. _ TR -
2 Azas Manflaat dan Pencapaian Tujuan meningkat-

kan Keamanan Ketertiban dan Kelancaran Lalu_ Lintas
melalui kepatuhan terhadap Hukum dan timbulnya rasa
jera bagi pelanggar.

(o Kelbijaksanaan.
iasil Sidang Makehjapol tanggal, 18 Nopember 1992

tentang perlunva ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Bersama
Sistem.Penindakan Pelangzaran Lalu Lintas Jalan Tertentu.

Ruang Lingkup.

Ruang lingkup Juklak ini meliputiji :
a. Ketentuan Umum.

b. Spesifikasi Teknis Surat Tilang.

- .
. Prosedur Teknis Penindakan.
d.  Administrasi Penindakan Pelanggaran ( Daklang ).
e. Ketentuan Tambahan.
Tata Urut. y
a. Bab | : Pendahuluan.
8. . Bab 11 : Ketentuan Umum.
€.  ° Bab LI : Spesifikasi Teknis Surat Tilang.
d. Bab 1V : Prosedur Teknis Penindakan.
e. Bab v : Administrasi Penindakan Pelanggaran
f

- Bab VI : Ketentuan Tambahan dan Penutup.

g / 11. KEBENTUAN ........
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II.

KETENTUAN UMUM.

I Pengertian

- a. Pelanggaran lalu lintas jalan tertentu.a
Sesuai Penjelasan pasal 211 Undang- Undang Nomor 8
Tahun 1981 tentang KUHAP maka yang - dimaksudkan dengan

pelanggaran lalu lintas jalan tertentu ialah :
" iy

1) Mempergunakan jalan dengan cara .yang dapat me
rintangi, membahayhkan kelertiban atau-keamanan la
lu lintas atau yang mungkin menimbulkan kerusakan
pada jélan. ) ' ’ : :

2)° " Mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak da
pat .memperlihatkan Surat 1zin Mengemudi(SIM),Surat
Tanda Nomor Kendaraan ( STNK ), Surat Tanda Uji -
Kendarasn { STUJ ), yang sah atau tanda bukti lain
nya vang diwajibkan menurut ketentuan peraturan -
perundangan lalu lintas jalan atau ia dapot memper
lihatkannya tetapi masa berlakunya -sudah daluwarsa:

1) Membiarlian afau memperkenankan kenderaan ber-
motor dikemudikan oleh orang yang tidak memiliki
Surat [jin Mengemudi (SIM).

. 4] Tidak memenuhi Xetentuan peraturan perundang-
undangan falw lintas jalan «tentang penomoran,pene-
rangan,peralatan, perlengkapan, pemuatan kendaraan
dan syarat penggandengan dengan Kendaraan lain.

5) Membiarkan kendaraan bermotor yang ada dija-
lan tanpa "dilengkapi plat _tanda nomor kendaraan
yang sah,sesuai dengan surat .tanda nomor kendaraan
yang bersangkutan.’ o
' .

6) Pelanggaran terhadap perintah yang diberikan
oleh petugns pengatur lalu lintas jalan dan atau
isyarat alat pengatur lalu lintas jalan, rambu-ram
bu atau tanda yang ada dipermukaan jalan.

1) Pelonggaran terhadap kelentuan-Ketentuan ten
tang ukuran dan muatan yang diijinkan , cara me
naikkan dan menurunkan penumpang dan atau cara me
mueat dan membongkar barang. ‘

‘ / 8) Pelanggaran e



8) Pelanggaran terhadap ijin trayek, jenis kenda
raan yang diperbolehkan beroperasi di jalan yang
ditentukan. :

b. Pelﬁnggnr.

Pelanggar ialah orang yang telah melakukan pelang-
garan lalu lintas.

G Surat Bukti Pelanggaran ( Tilang ).

Surat Tilang adalah bentuk surat yang~diberikan
oleh penyidik kepada Pelanggar sebagai bukti bahwa ia
telah melakukan satu atau lebih pelanggaran lalu lintas

jalan tertentu.
i -

d. Uang Titipan ,

Uang Llitipan ialah sejumlah uang yang disetorkan
oleh Pelanggar ke Kantor Bank Raokyat Indonesia yang ke
mudian akan ditetapkan menjadi uvang denda dan - biaya
perkara, apabila pelanggar telah diputus bersalah oleh
Hakim dan dijatuhi hukuman "denda.

e. Uang Denda.

Uang denda ialah sejumlah uang yang harus dibayar
tunai oleh Pelanggar atas putusan Hakim di Sidang Penga
dilan atas satu atau lebih pelanggaran lalu lintas
jalan tertentu.

I.*  Angks Pinalti3 "

Angka pinalti ialah angka yang diberikan kepada
Pelanggar oleh Petugas Kepolisian atas satu atauy lebih
pelanggaran lalu lintas jalan tertentu dan atau yang di
lakukan secara berulang

Apabila seorang Pelanggar(Pengemudi) telah diberi
kan angka pinalti mencapai jumlah angka maksimal ‘yang
ditetapkan, maka Pelanggar tersebut dapat dianggap ku
rang cakap mengemudikan kenhdaraan bermotor dan harus
mengikuti uji ulang baik teori maupun praktek mengemu
di, dan sementara itu SIM yang bersangkutan dibatalkan.

g.- Tabel Pelanggaran dan Uang Titipan.

Tabel Pelanggaran dan Uang Titipan adalah tabel
berisi pelanggaran lalu lintas jalan tertentu yang ter-

VAN TE o SRS IS



uraji sesuni undang - undang Jalu lintas jalan dan besar
nya uvang titipan untuk masing-masing pelanggzaran serta
besarnya biaya perkara.

Besarnya wuarig titipan hanya. merupakan pedoman
bagi Hakim untuk memutuskan perkara di Sidang
Pengadilan. Besarnya wuang titipan pada tabel ini
disusun dan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Megeri

setelah mendengar saran, pendapat dari Kepala Kejaksaan
Hegeri dan Kepala Kepolisian Resort setempat (Diljapol)
.y dengan menggali, memperhitungkan dan menilai kondisi
sosial ekonomi masyarakat setempat dengan memperhatikan
rasa keadilan serta elektifitas Lerlakunya hukum dalam
Undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan.

Besarnva vang titipan dalam tabel tersebut secara perio
dik diadakan peninjauan kembali. . . '

2. Obyek Penindakan.

Obyek pen:ndakan adalah pelun sar seperti tersebut pada
butlr l.b Bab ini.

3. Pelaksana dan Pelaksana Pendukung.

a. Pelaksana :
1) Polri selaku Penyidik/Penyidik Pembantu.
- 2) Hakim di'Sidang_Pehgudélan.
J) Joksa selaku Eksekutor.
b. Pelaksana Pqndukung.
Bank.Rakyat Indonesia (BRI).

Pelaksana Pendukung ditetapkan berdasarkan Surat
Perjanjion . Kerjasama Anthra Kepolisian Republik
Indonesia dengaon pihak BRI,

4, Alat Utama Peﬁindakan.

Alat Utama Penindakan adalah blanko Tilang gebagaimdana
tersebut pada butir 1.c Bab ini. _ '
Secara rinci spesifikasi teknis surat Tilang diterangkan

dalam Bab. berikutnya. .
S e /I111. SPESIFIKASI .......
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SPESIFIKASI TEKNIS SURAT TILANG.

Format.

a, Uk ur anp

Lembar Surat Tilang berukuran 1/2 folijo.

b. Warna dan Feruntukkan. M

Lembar surat Tilang terdiri alas 5 (lima )
yang masing-masing ;-

lembar
1) Merah : vuntuk pelanggur/tersangka.
2) Biru * Untuk pelanggar/tersangka.

J) Kuning : Untuk polrij.
4) Hijau : uUntuk Pengadilan.

5) Putih ! Untuk Kejaksaan.

Isi Buku Tilgng:

Setiap Buku Tilang terdiri dari
a. 5 ( Iima ) Set surat Tilang.

b.- I (satu) lembar tabel Pe'langgaran dan Uang
titipan, serta angka pinalti dan biaya perkera. -

Isi Lembar surat Tilang,

a. Pada halaman depan Iehbgr surat Tilang berisi
kolom atsu tulisan sebagai be&rikut : °

1) Nama kesatuan Kepolisian Penindak.

2) Nomor Registrasi.

J) Tulisan Pro Justitia.

4) Nomor seri surat Tilang.

) . / 5} WNama .........
7



) Hama dan identitas pPetugas penindak sckaligus
sebagai Penyidik/Penyidik pembantu.

65) Nama dan identitas pelanggar, fdentitas,
kendaraan Lermotor, dan Surat Izin Mengenudi.

7) Pasal yang dilanggar.
8) Besarnya uvang titipan yang harus digetor.
9) Besarnyva angka pinalti,.

10) Tempat dan waktu terjadinya pelanggaran.

11) Kanter BRI yang ditunjuk untuk menerima uang
titipan, tanda tangan petugas penerima uang
titipan , cap BRI, serta tangzal penerimaan.

i2) Pernyataan penvidik mengenai pensitaan dan
atau penerimaan titipan surat-surat - atau
kendaraan ( Bermotor )sebagai jaminan sesuai
ketentuan dalam KUHAP.'

1) Pernvataan / keterangan tersangka/pelanggar
bahwa telah melakukan pelanggaran lalu lintas
jalan tertentu, dan kolom tanda tangan.

14) Waktu sidang dan alamat Pengadilan Negeri.

15) Tanda tangan, Nama dan Pangkat penindak/Pe-
nyidik/ Penyidik pembantu serta Cap Kepolisian.

16) Keterangan fungsi surat Tilang sebagai :
. ' j

a) Tanda bukti penyitaan/titipan.

b) Surat penunjukan dari pelanggar padd
wakilnya untuk hadir di Sidang Pengadilan,
apabila pelanggar tidak hadi disidang
pengadilan. X

c) Kesanggupan pelanggar membayar uang
titipan selambat-lambatnya 5 ( lima )  hari
setelah pelanggar menanda. tangani surat
Tilang.

d) Surat pengantar untuk menyetor uang
titipan ke BRI.

/ e) Bt ek
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c) Bukti setor uang titipan untuk mengam-
bil barang titipan. '

) Surat kuasa bagi BRI untuk menyalurkan
Uang titipan menjadj denda dan biaya perkara
atau mengembalikan sisa uang titipan kepada
pelanggar.

1:7") Struk sebagai alat bengawvasan bagi Yimpinan,
berisi:Nomor Seri.Nama/Pangkat/Neretugas/Penyidik
/Penyidik Pembantu yTanda tangan Petugas, Tanggal-
Fenggunaan.

.

Pada lembar belakang lembar mcrah berisi :

1)} Bukti penyerahan Surat-surat/keéndaraan yang
di sita/titipan darj pelanggar.

2) Mama,Pangkat/Nrp), Kesatuan dari petugas yang
menyerahkan benda sitaan/titipan serta tanda tangan.

3.) Mama, alamat dan peker jaan yang menerima
rengembalian benda sitaan/titipan-dan tanda tangan.

4) Tanda bukti eksekusi.

39 Peringatan-peringatan bagi pelanggzar dan pe-
tugas tentang :

a) Bagi yang menyelesaikan perkara diluar
pengadilan tilang diancam pasal 209,418,419
KUHP , jo UU No. 11/%980 tentang ﬁindak-
pidana suap jo UU No.3/1971 tentang tindak
pidana korupsi.

b) Surat Tilang ini merupakan Surat Pang-
gilan untuk menghadap ke Pengadilan Negeri
pada tempat |, hari, tanggal dan waktu yang

telah ditetapkan SEhpbungnn dengan pelang-
garan yang telah di#lakukan.

()] Batas wnktu penyetoran unang titipan dan
besarnya angka pinaltj maksimal serta sanksi
terhadap pelanggarannya.,

d) Ancaman bagi yang tidak memenuhi surat
panggilan dengan tuntutan me langgar pasal
216 ayat (1) Kunp, yang diancam dengan
pidana penjara selama-lamanya 4 bulan 2 ming
8u atau denda setinggi - tingginya 15 kali
"Rp 600, -.

R L) Tanda :.:.n
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6) Tanda bukti eksekusi. -

Pada lembar belakang lembar kuning, hijau dan putih
berisi-: : ) .

'.:!J PuluSun-Siduug Pengadilén.
2) Pernyataan si pel§ﬁggur utuu-WaEiJnyn.
3)  Tanda bukti eksekusi. | .
" 4) Catatan petugas. .

Pada lembar Biru.

Bentuk dan materi pada lembar biru sama dengan
tembar merah.

Fungsi Surat Tilang

Warna Mecrah.

Halaman, depan

1) Sebagai keterangan terhadap pelanggaran yang

telah dilakukan oleh pelupggar.
| 4

2) Surat penunjukan dari pelanggar kepada wakil
nya untuk hadir di sidaeng pengadilan.

J) Sebapni surat panggilan menghadap Pengadilan
NHegeri pada tempat, hari, tnuggal" dan jam yang
telah ditentukan. - ' '

4) Sebagai sural tmnda penerimaan Latang-barang
yang telah dl sita/tlitipkan .

5) Sebagai peringatan ULagi pelanggar dpabila
tidak menghadiri sidang dituntut Pasal 216 ayat(1)
KUHP.

6) Sebagai tanda menerima putusan Hakim.

10

- PRt



-

b.

7) Sebagai surat tanda bukti eksekusi

8} Sebagai surat kuasa dari pelanggar kepada
BRI ( Bank-Rakyvat Indonesia ) untuk memindahkan
uang titipan menjadi denda dan biaya. perkara.

9) . Sebagai perintah dari Eksekutor kepada BRI

untuk merubah uang titipan menjadi denda dan bia-
ya perkara. :

10) Sebagai tanda bukti kesanggupan pelanggar
untuk .‘membayar uang titipan di BRI sgelambat-
tambatnya S hari setelah ditanda tangani surat
Tilang.

Halaman belakang

Sebagai tanda - bukti penyerahan kembali

barang-barang bukti untuk si pelanggar dari

pengadilan atau petugas yang menyita.

Bagi administrasi kesatuan yang menindak

1) Sebagai arsip administrasi kesatuan. .

2) Sebagai bLukti pertanggung-jawaban atas tin-
dakan snggota kesatuannya.

3) Sebapgai kontro! pemakasian blangko Tilang.’

4) Sebagai bukti pengambilan'barang - barang
bukti yang disita, setelah divonis Hakim.

5) Sebagai bahan untuk perhitungan jumlnh vuang
denda yang telah disetorkan ke Kas MNegara.

Warna Hijau.

Halaman depan:

-

1) Sebagai berita acara pemeriksaan.
2) Sebagai surat tuntutan Jaksa.
3} Sebagni surat pernyataan menerima putusan
flakim
4) Sebagai Lukti pelaksanaan eksekusi.
/ halaman .....
11



Halaman belakang :

1) Sebagai berita scara persidarigan.
2) Sebagai Surat Putusan Hakim.
3) Sebagai perintah eksekusi.

Bagi administrasi Pengadilun-Negeri HE
1) - Sebagai arsip Pengadilan Negeri.

2) " Sebagai bukti pertanggung-jawabarn Putusan

Hakim dalam persidangan.

-

3) Sebagai kontrol pemakaian blanko Tilang.

Warna Putih

Halaman depan

1) Sebagai' berita acara persidangan.
2) Sebopgai surat tuntutan Jeksa.
N Sebapai surat pernyataan menerima putusan
Hakim
4) Sebagai bukti telall dilaksanakan eksekusi
dan tanda bukti eksekusi.

L] L4

Hajaman belakang : .

1) Sebpgai bLerita acara persidangan.
2) Sebagoi surat putusan Hakim.
J) Sebagai perintah eksekusi.

) ,

Bagi administrasi Kejoksnan Negeri :
1) Sebagal arsip Kejaksaan Neperi.
2) Sebagai bukti pertanggung-jawaban pelaksana

an puluvsan Hakim { besarnya denda yang disetorkan
ke Kas Negara dan biava perkara ). :

/ 3) Sebagai .....



'’y

Al

J) Sebagai kontrol Pemakaian blahko'Tilung.
Tiap bulan Jaksa membunt daftar para pelanggnr dan

isi amar putusan lakin dengan C(embusan kepadn

Pengadilan Negeri dan Polri.

Warna Kunirg.

ilalaman depan :

1) Sebapni pemberitlahuan Lentang adanya data dapn

jenis pelhnggqrun dari Seseorang.

2) gebagpi arsip berita acara.persidangan.

3) 'Sebaguifbuhun Pullahta bpelanggaran lajlu lintas

*4)" Sebagai bahan ' untuk kepentingan pengorahan
operasi lalyu Ilintas (Ktpolisiun)‘ dalam rangka
' Penegaknnlnukum secarg seclektif. :

Halaman belakang :

- Sebagai laporan polijsi dan © bukti kegiatan

operasional Kepolisian oleh Scorang petugnas.

Bagi administrasi Direktorat Lalu Lintas.

1) Sebagai arsip pada Direklorat Lalu Lintas :
al Schngni“ kontrol pcmnkniauubuku ‘blanko
Tilang pada satuan penindnk,

b) Sebagai bahan « pengolahan data untuk
Statistlik pelanggaran-lalu linlas seluruh
Indonesia.. :
c) Sebagai Linhan rengolahan/analisa untuk
rengembangan  sistem persturan lalu lintas
yang lebih efisicn.
e) Sebagai “petlanggung jawaban dalam
pemakaiun beaya, .
2) ﬁchngnl kontro!l pelanksanaan Sislem Ti!ang.
J) Selbagai  kontrol penerimaan uang dendu’ yang

telah disetorkan lie Kns Negnra,

Warna Biru .

Malaman depan :_ .
' : /1) Sebagai .....

—
ed

L



1) Sebagai surat pengantar menyelor uang tijitjip-
an ke Kantor BRI yang ditunjuk.

2) Sebagai bukti telah menyetor wang titipan ke
~pada BRI yang ditunjuk. ' ' .

.3) - Sebagai perintah” dari Eksekutor kepada BRI
untuk merubah wuvang titipan wmenjadi. denda dan-
.biaya perkara, :

] . ~
"Halaman Lelakang-.' -~

- Sebagai tanda DLukti penyerahan kembali ba-
rang yang dititipkan sementara pada Penyidik
Polri kepada Pelanggar. : g

Iv, PROSEDUR TEKNIS PENINDAKAN.

1.

Penggunaan Surat Tilang. -

a. Surat Tilang digunakan, apabila secara jelas pe
nyidik/penvidik pembantu melihat,mengetahui,terjadinva
pelanggaran lalu lintas jalan tertentu sebagimana ter-
cantum dalam Tabel Pelanggaran. o

Setelsh surat Tilang Jiist dan ditanda tangani
oleh pelanggar sertn petugas sendiri, lembar biru dibe
rikan kepada Pelanggar untuk menyetor uang titipan di
BRI. .

b. Cara pengisian :

1) Pengisian blanke dengan huruf balok dan
dengan menggunakan ballpoint pen.

2) Pengisian yang bersifat.tetap dan sama dapat
menggunakan cap. = : -

J) Cap Satuan mengguhakan ukuran kecil.

4) Menulis dan menanda tangani dengan menekan
yang cukup kuat. ‘ '

5) Pengisian pasal yang dJilanggar dan besarnya
uang titipan serta angka pinalti dan biaya per-
kara berdasarkan pada tabel yang telah tersedia.

6) Memberikan tanda silang bila diperlukan pada

kotak yang disediakan. . .
' / 2. Penyitaan ...

14
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)

2. “Penyitaan.

Sesuai ketentuan dalam Pasal 38 (2) KUHAP yaitu
dalam keaddan yong sangat perlu dan mendesak bilamana
renyidik harus segera bertindak dan tidak -mungkin un-
Fuk mendapatkan suranot izin terlebil dahulu, tanpa me-

. ngurangi ketentuan ayat (1) Penyidik dapat melakukan

~penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wa-
jib segera melaporkan kepada Ketua Pengad1lnn Negeri
Setempat guna memperoleh persetujuan.

] y

J: Pengembalien benda Sitaan. '

Pengembalijan benda sitaan tersebut ~di atas dapat
dilaksanaskan apabila :

a. Setelah pelanggar melanksanakan vonis Hakim yang

telah memperoleh kekustan hukum tetap.

b. Sesuai yang diatur dalam pasaol 46 KUHAP.
4. Pengembalian Barang Titipan.
Pengembalian barang titipan  dapat dilaksanakan
bilamana : o
a. Pelanggar telah menyerahkan wuang titipan dan
menun jukkan surat Tilang warna biru ( tanda bukti se-
tor ).
b. Telah melengkapi kekurangan surat-surat/kelengkap

an kendaraannya.

5. Penyerahan Uang.titipan. .

a. Setelah menerima lembar surat Tilaqg-warnd'-biru.
pelanggar menyerahkan uvang tilipan ke Kantor BRI yang
ditunjuk sebesar yang lertera dalam surat Tilang.

b. Pelanggar menerima tanda bukti setor dari Kantor
BRI, dan lembar surat Tilang warna biru yang telah di
tanda tangani petugas dan Cap BRI.

c. Batas waktu penyershan uvanpg titipan selambat-~
lambatnya 5(lima) hari terhitung mulai tahdggal ditands
tanganinya Surat Tilang.

1)

/ 6. Pengembalian ......

—
L



6.

lak

- Sanakan
menjad i

7.

Jalan,

telah
- Meral
Sanaan Sidang

.kilinya_disidnng Pcngudi]un.

. kan ke Kkag Negara, .

. Apabila

Pengembu]inn lembar Merah.

darj Eksekutor daftar Pelanggar Yang
Yang dilampirj surat Tilang warna
selambut—lﬂmbntnyu tiga harj dari tanggaj pe
Tilang,
lembar Merah
scgera/secepatnya

denda dan

dan biry
Pengemhulinn dari Brj kepadn Polrj dilak-
setelal uung titipan dirubap
biayn Perkara.

Acarg Pcmeriksuun Perkarn belunggurun~ Lalu Lintasg
kepada Pelanggur fenlnng

harug menghadap ke

a, Penyidijk Memberj tahukan
harirtanggnl,jnm dan tempat in
Sidang.Pcngadilan. :

Seorang wakj| yYang dise-

Surat Tilang untuk mewg- .

b. Pelanggar dapat menunjuk
diakan oleh cholisiun dengan

c. Pe!unggnr blau,WukiInyu menerimnp bPutusang Hoakim,
hana terge-

1981

sebaga j
RNomor: g Tahun

Negeri Sebngni EKsekutor membe-
lembar blanko Tilang warna
bahwp uung titipan atas nama
telah berubah'mén-

Serta ‘agar disetor-

e. Petupgag Kejaksaan
ritalhivkan gap menyecrahkpn
Merah dan Liry kepada bRl
Pelanggar yang tejlgh disetorkan '
Jadi uang denda dan biaya Perkara

#

Naltar Pencarijan Példnggar:

a. Datam nhaj Pelanggar dalam batas waktu Yang dilgn—
tukan tidak mMenyerahkan uung titipan maka identitns
Pelangnar dimasukkan dalam Daftar Pencarijay Pelanggar
{ DFp ). =

[y

Pelanggar tiduk.%upal menunjukkag alasan
tentang tidak NMemenuh § kuwnjihannya lenyetor-
tiltipan maka berdnsurkan Instrukgj Kupolri,
hersangkulnn dapal dihntalﬁan dnp STHE Japat

Yang sah
kan Uanpy
SIiM yYang

lidak diterbitkan Untuk tahuy bcrikulnyn.
c. Apabilg Pelangpar yYang tidak Menunjuk wakj| dan
tidak hadir pada wakty Sidang Pengadilan Tilang tanpa

idenlitus

alasan Yang sah,
dalam Daltar Pencariapy

Pelangpar dimasukkan Pelnnggar

( PPP) yun atns kewennngun Nak im diputus verstek dapat
dijatuhj hukuman lebin berat, _
g V. AUHINISTRASI e,
G



V. ADMINISTRASI PENINDAKAN PELA

NGGARAN ( um1n DAKLANG ) .

[ie Registrasij.
Sl L m e

~a, Sistem Registrasi .

) Untuk Mmencapa j Lingkat akuras | dan

hecepatan
Pelaporan makn

Program kom-
merupakan salah  satn Sub
Informasj Lalu Lintas,

Yang  tinggi dalam Pendatnan dap

diterapkan sistem Registrasi dengan
puter tertenty Yang
Sistem darj Sistim

2) Sub Sistem Registragi Penindakan

Pelangzaran
mempunya j hubungan langsung dengan

a) Sub Sistem Registrasi SIM.

L) Sub Sistem Registragi STNK.

e Sub  Sistem Registragsi Uang Titipan
/Denda dj Kantor pnip.
g4t Untuk keperluan tersebut butir LY, muks
Setiap jtem dalam blanko Tilang mendapat nomor -
- kode « « Untuk ey harus dipcrsinpkan sistim
referensinyn.
. b. -Sarana RegistrasJ. ’
= : b) Perangkat keras sarana registrasi digunakan
Perangkat komputer dengan Kapasitas sesua
Kebutuhap,
e, Registrasi manual tetap dilaksnnnkan Selama sistinm
registrasi kKomputer belum tercapai .
¢
2 Adminislrusi Keuvangap .

_._,,____”__—-————__.___________

Uanp denda dan biaya perkarn

disetorkan ke Kas Ne-
Bara sebagaij Pendapatan

Hegara Hon Pajak.

L ¥, KETENTUAN

......
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CKETENTUAM TAMBAHAMN UDAM PEITUTUR

T

L. Hal-hat yang bLelum diatur dalam p

ctunjuk Pelaksanaan
Bersamn tni

v ditentukan kemudian berdasarkau Musvawarah dan
Semanga | kubersamann. B

2. Pengawasap Pelaksanaan Sistim p
Laluy Lintas Jalarl‘TertEIllu ini
Hakchjapol.

enindakan Pelanggaran
, dilaksauakan aleh unsur

J. Demikiany Pethnjuk Pelaksanany

iini ditetapkan untuk dj
laksanakag dengan Penub rasa |

angzzung jawab

Ditetapkan di ' Jakart o,
Pada tangga] S 19 Juni 19934~
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' © KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JAKARTA

Nomor
Sifat

Perihal

Ll

Lampiran :

Jakarta,16 Juli 1993

: B-29%E/7/1993

: Biasa KEPADA YTH. :
b (empat) Expl. 1. SDR. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI
: Penyelesaiah Perkara 2. SDR. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
Pelanggaran Lalu Lin 3. SDR. KEPALA CABANG KEJAKSAAN
tas Jalan tertentu NEGERI
DI -

- SELURUH THDOMESIA

. Sehubungan dengan Instruksi Jaksa Agung R.I. Nomor
INS-010/J.A/7/1993 tanggal™ 10 Julid .1993 yang memberlakukan.

Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Kehaki— '~

man, Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian R.1., tanggal 19
Juni 1993 tentang penyempurnaan "Tata Cara Penyelesaian °
Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan Tertentu” yang akan
dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 1993, bersama ini diminta
perhatian akan hal sebagai berikut

1. Bahwa pelaksanaan Kesepakatan Bersama tentang Tata Cara
‘Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan
Tertentu tetap didasarkan pada ketentuan pasal 211 KUHAP :
beserta penjelasannya. " .
Dalam Acara .Pemeriksaan Cepat tersebut penyidik atas
kuasa penuntut umum mengirimkqp”_berkaé. tilang Ke
Pengadilan Negeri dan Jaksa tetap bertindak sebagai
eksekutor.

2. Pada dasarnya sistim Tilang yang diperbarui dimaksudkan

antara lain untuk memberikan kemudahan dan meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat serta mengurangi seminimal
mungkin adanya putusan verstek dengan mengintrodusir
bentuk uang titipan dan penunjukan waki] ' untuk.f
menghadiri sidang sesuai kelentuan pasal 213 KUH%P.

3. Besarnya uang titipan didasarkan atas . tabel * yang

ditentukan oleh Ketua Pengadilan Negeri setelah
mendengar pendapat Kepala Kejaksaan'Negeri dan Kepala’
- Kepolisian " Resort setempat yang dikoordinir oleh Ketua
Pengadilan Tinggi bersangkutan. Tabel uang titipan
tersepbt dapat diubah sesuai dengan kondisi masing-
masing daerah. g '

4. Dengan sistim Tilang yang diperbarui ini maka pelanggar

dapat memilih 23 (tiga) kemungkinan penyelesdian- perkara
Yilany, yaitu :

a. Pelanggar -setuju. .....



a. Pelanggar setuju menunjuk wakil yang disediakan
‘penyidik untuk menghadiri sidang dan bersedia meni

tipkan sejumlah uang sesuai tabel kepada Bank Rakyat
Indonesia (B.R.I).

. Pelanggar setuju menitipkan uang di B.R.I tetapi

menyatakan. ingin menghadiri sidang.

Pelanggar menolak-meniiipkan uang di B.R.I dan 1ingin
menghadiri sendiri sidang pengadilan.

Tata Cara Penyelesaian Perkara

Penyidik POLRI melimpahkan berkas Tilang kepada
Pengadilan Negeri dengan tembusan™ kepada Kejak
saan. Dalam daftar berkas Tilang yang dikirimkan
ke Pengadilan Negeri dibedakan antara pelanggar
yang menyetor uang titipan ke B.R.I dan yang
tidak,menyetor uang titipan. g

Sidang pengadilan dihadiri Jaksa dan Pegawai Tata
Usaha  yang bertugas mencatat semua - putusan
pengadilan.

Dalam mencatat putusan dicocokan apakah jumlah
uang titipan di B.R.I mencukupi atau-sama dengan
junlah denda dan biaya perkara atau kurang/lebih..

Jika uang titipan jumlahnya lebih besar-dari . pada
vang denda dan biaya perkara yang diputus oleh
pengadilan, maka WKejaksaan harus secepatnya
meminta kepada B.R.1 agar kelebihan . tersebut
segera dikirimkan kepada sipelanggar dan
tembusannya disampaikan kepada Kejaksaan. Jika
uvang titipan jumlahnya lebih kecil dari putusan
pengadilan, maka Kejaksaan dengan bantuan POLRI
menagih kekurangannya untuk disetor ke Kas Negara
melalui B.R.I.

Apabila si pelanggar atau wakilnya tidak hadir dan
tidak menyetor uang titipan di B.R.I, maka dihim-
bau kepada Hakim yang bersangkutan agar perkara
tersebut tidak diputus verstek, dan berkasnya’
dikirim kembali kepz-a penyidik.

Jika Hakim tetap memnutus verstek, maka prosedur
dilaksanakan sesuai pasal 214 KUHAP.



Kejaksaan mengirimkan daftar pelanggar-pelanggar
yang telah diputus oleh pengadilan kepada B.R.I
denaan menjelaskan bahwa uang titipan telah
berubah statusnya menjadi denda dan biaya perkara
selambat-Tambatnya 3 (tiga) hari setelah putusan,
disertai permintaan agar uvang denda dan biaya
perkara dari para pelanggar disetor ke Kas HNegara
atas rekening Kejaksaan. '

. Pelaksanaan penyetoran uang denda dan biaya perka

ra oleh B.R.1 ke Kas MNegara tersebut diberitahukan
kepada Kejaksaan beserta bukti setorannya.

Administrasi Perkara

Tembusan surat pelimpahan perkara Tilang dari
penyidik kepada Pengadilan Hegeri dimasukkan ke-—
dalam catatan sidang Perkara Tilang (lampiran 1).
Untuk membedakan antara pelanggar yang menitipkan
vang di B.R.I dan yang tidak, agar diberi tanda
didalam kolom keterangan.

Semua perkara tilang yang telah diputus pengadilan
dimana jumlah uang titipan di B.R.I mencukupi
pembayaran denda dan biaya perkara, supaya dicatat
secara lengkap pada register model RP-16. .

Pemberitahuan putusan pengadilan tentang pengali-
han wuang titipan menjadi uang denda dan biaya
perkara serta penyetorannya ke Kas - Negara,
penagihan kekurangan uang denda dan biaya . perkara
dan permintaan untuk mengembalikan kelebihan uang
titipan agar menggunakan formulir surat sebagaimg—
na terlampir (lampiran 11,111 dan IV).

~ Administrasi Keuangan

'~'éetiap putusan pengadilan dan tanda setoran ke Kas

Negara yang diterima dari B.R.I, dimasukkan didalam
Register RD-1 sesuai tahap penyelesaian.

¥t

‘ Keordinasi_dan Pelaporan

1;;9@%ﬁk akurasi data/jumlah perkara, uang denda,

‘biays perkara dan lain-lain agar diadakan
kd@ﬂﬂiﬁasi sebaik=baiknya.antara instansi_terkait.



ﬁs‘ﬁaUn setiap akhir bulan Kejaksaan Negeri membuat
da*lnr para pelanggar dan isi amar putusan
il tz&n'm(h lan.

'3

: Qrgﬂasil pelaksanaan penanganan perkara Tilang yang
dipexhnrui dilaporkan kepada Jaksa .Agung Muda
Hihdak Pidana Umum ).p. Direktur II1 melalui jalur
hierarchie, dengan !embusan kepada Ketua Pengadi—
I Hegeri dan Kepala Kepolisian Resort setempat,
dp!nmtat—lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya.

B ﬁ%rhwddp ‘masalah-masalah penting dan menarik
,;&y@thnt1un masyarakal agar dilaporkan tersendiri
J hgpadn Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum uU.p.

gﬂifukf:r 111 pada kesempatan pertama.

"1

\.;)

e [ 3
-"\:ﬁ;\. i

! -Déﬁikﬂan untuk  diindahkan dan dilaksanakan dengan
peuuh rﬂﬁ&’ianqqunu jawab. '

';J

B i

A.n. JAKSA AGUMNG
JAKEA AGUNG MUDK AINDAK PIDANA UMUM

| ( /4ﬁf%_—ﬂf————ﬂ—~—1ﬂ--————w-

o~ 1.N. SUWANDHA, S.H.

TEMBUSAM :

1. YTH. BAPAK JAKSA M‘
(sebagai’ 1aﬁuﬁﬁn)

2. YTH. BAPAK KETUA MAHEAMAH AGUNG R.1.
3. YTH. BAPAK MENTERI KEHAKIMAN R.1.
4, YTH. BAPAK KAFOLRI
] B. A Fr s 1 P
- Jp——— B
-

-
E
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CATATAN SIDANG PERKARA TILANG

Lampiran I

Putusan Pengadilan
Tgl |Nomor [Nama Pelanggar |Nomor Jumlah Keterangan
Urut Tilang|Uang Titipan| Denda |Biaya Per-
kara
1 2 3 4 5 6 ' 8
NeTe 5 demae BOL wesaneew s 199.
Mengetahui Jaksa Penuntut Umum,

Kasi Pidana Umum,




Lampiran 11

Nomor : _ Kepada Yth :
Sifat
Lampiran : Sdr. Kepala Cabang
Perihal : Pengalihan uang titipan Bank Rakyat Indonesia
a.n. terpidana ....oes . '
sl o alwe TR & . dkk Di -

TR E R R R

Bersama ini kami sampaikan Daftar Terpidana beser-—
ta amar Putusan Pengadilan Negeri ..... dalam perkara
pelanggaran lalu lintas jalan tertentu yang telah
menyetor uang titipan.

Kami mohon agar uang titipan masing-masing
terpidana dialihkan menjadi uang denda dan biaya perkara
yang jumlahnya sesuai dengan amar putusan Pengadilan
Hegeri tersebut.

Selanjutnya uang denda dan biaya perkara tersebut
disetorkan ke Kas MNegara sebagai Hasil Dinas Kejaksaan
dengan Mata Anygaran sebagai berikut

a. Uang Denda Nomor : 06.01.0714

b. Biaya Perkara Nomor : 06.01.0715

Tanda Bulkti Setorannya kami mohon segera dikirim =
kan kepada kami. '

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami
ucapkan terima kasih. :

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI

----- s asmsssssnsssssass

TEMBUSAN :

1. YTH. BAPAK KEPALA KEJAKSAAN
TINGBL . oo wssmmainsesn

5. YTH. SDR. KETUA PEHGADT LA
NEGERL. vovuvvnvenens :

3. YTH. SDR. KEPALA KEFPOLISIAN
REEIRIT .. 555 s e o wds sus
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Lampiran III.f

...... avaiere TG A e OB
Nomor Kepada Yth :
Sifat
Lampiran : Sdr. Kepala Cabang
Perihal : Pengembalian kelebihan ‘Bank Rakyat Indonesia
uang titipan kepada pe-—
langgar . Di -
Bersama ini  kami sampaikan Daftar Putusan
Pengadilan Hegeri ..... mengenai perkara tilang, dimana
uang titipannya lebih besar dari denda dan Dbiaya
perkaranya. - ImE
Kami mengharapkan agar ke1ebihan uang titipan
tersebut dapat secepatnya dikembalikan kepada
pelanggar/terpidana. Selanjutnya kami mengharapkan kabar
atas .pelaksanaannya. i
Atas perhatian dan kerjasama yang baik, Kkami
. ucapkan terima kasih. '
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
TEMBUSAHN :
1. YTH. BAPAK KEPALA KEJAKSAANM
MR L e sl wiatveie & &
2., YTH. SDR. KETUA PEHNGADILAN
NEGEMY . sies s atweam s oo oo
3. YTH. SDR. KEPALA KEFOLISIAN
FIESOIRT o sy vs sisisin s oo o
4. AR 8 .1 R




Nomor*
sifat

Lampiran :

Perihal

Lampiran 1V

o & 5 & RSN § Tagle w.is 189..
Kepada Yth :

.Sdr. Kepala Kepolisian Resort
. Bantuan penagihan ke - B (o o e T OIS
kurangan  uangd denda '

dan atau biaya perkara. Ol =

-------------------

Bersama ini kami sampaikan Daftar Terpidana beserta

amar Putusan Pengadilan Negeri ..... dalam perkara
pelanggaran lalu lintas .jalan tertentu yang ternyata
uang titipan di B.RI: cames tidak mencukupi untuk

membayar uang denda dan/atau biaya perkaranya sesuai
putusan Pengadilan Negeri tersebut.

Kami mengharapkan bantuannya agar terpidana terse-
but diperintahkan untuk membayar kekurangannya dengan
menyetorkannya ke B.R.1. Cabang ..... dan selanjutnya
kami mengharapkan kabar pelaksanaannya.

Atas bantuan dan kerjasamanya Yang baik, kami
ucapkan terima kasih.

KEPALA KEJAKSAAN MEGERI

-----------

BAPAK KEPALA KEJAKSAAN

BT INGGIL ssenercvsnes
Hi BAPAK KEPALA KEPOLISIAN



